BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.

Hubungan kerja outsourcing terdapat 3 (tiga) pihak antara lain: pekerja,
perusahaan penyedia jasa outsourcing dan pengusaha. Pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan, masa kontrak kerja pekerja PKWT sebagaimana diatur
dalam pasal 59 ayat 4 dan ayat 6 yang menyatakan jangka waktu bekerja
pekerja PKWT selama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat pembaruan hanya 1 (satu) kali
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Maka pekerja PKWT dapat
bekerja selama 5 tahun, pekerja PKWT dapat berubah menjadi PKWTT
apabila bekerja lebih dari yang di tetapkan dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan.  Terdapat beberapa pasal yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum, tepatnya pada pasal 65 dan 66 Undang-Undang
Ketenagakerjaan dalam pasal tersebut pekerja outsourcing yang menjalin
hubungan kerja dengan perusahaan pemborongan dan perusahaan penyedia
jasa beralih menjadi hubungan kerja dengan pengusaha pemberi pekerjaan
apabila pasal tersebut tidak terpenuhi sedangkan hubungan kerja outsourcing
antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa dan perusahaan
pemborongan bukan dengan perusahaan penyedia jasa. Untuk memperjelas
terkait pasal-pasal tersebut, maka adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-1X/2011 yang menyatakan perjanjian kerja harus berbentuk

PKWTT dan adanya TUPE, adanya putusan tersebut berguna bagi pekerja
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untuk terus bekerja dan meberikan perlindungan terkait hak-hak pekerja dan
selanjutnya dikeluarkan Permenakertrans No 19 Tahun 2012 tentang Syarat-
syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain,
yang merupakan sebagai dasar dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada
Permenakertrans No 19 Tahun 2012 terkait hubungan kerja, dalam hubungan
kerja tidak memuat perlindungan hak-hak pekerja seperti pada pasal 28 dan
29 Permenakertrans, maka pekerja PKWT berubah menjadi pekerja PKWTT
sebagaimana diatur dalam pasal Permenakertrans. Pada Permenakertrans No
19 Tahun 2012 membatasi bidang-bidang pekerjaan bagi pekerja outsourcing
yang merupakan kegiatan yang menunjanng seperti pelayanan kebersihan,
penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengamanan, jasa penunjang
di pertambangan dan perminyakan, penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja outsourcing hanya boleh
mengerjakan perkerjaan yang menunjang. Pekerjaan PKWT tidak dapat
melakukan pekerjaan bersifat tetap, maka apabila pekerja PKWT bekerja
yang bukan kegiatan menunjang maka demi hukum status pekerja PKWT

berubah menjadi pekerja PKWTT.

2. Perlindungan pekerja outsourcing telah diatur dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja harus memuat hak-hak pekerja berguna agar
para pekerja mengetahui hak-hak yang akan diterima. Perlindungan pekerja
outsourcing yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berupa
upah dan kesejahteraan pekerja outsourcing, sedangkan hak pekerja

outsourcing telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak pekerja
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outsourcing memiliki kesamaan hak dengan pekerja tetap hanya saja bagi
pekerja outsourcing yang telah habis masa kontraknya dari suatu perusahaan
tidak mendapatkan uang pesangon tetapi mendapatkan hak untuk tetap terus
bekerja meskipun adanya pengalihan hubungan kerja. Sebagaimana diatur

sesuai dengan Putusan Makamah Konstitusi Nomor 27/PUU-1X/2011.

4.2 Saran

1.Pada Permenakertrans perlu direvisi terkait perjanjian Kkerja pekerja
outsourcing dengan penambahan pasal yang membahas jangka waktu kerja
pekerja outsourcing. Selain itu penambahan ayat mengenai isi perjanjian
pemborongan yang seharusnya dalam perjanjian pemborongan mencantumkan
jenis kegiatan yang dapat dipekerjakan yang merupakan kegiatan yang
menunjang. Penambahan pasal mengenai sanksi bagi perusahaan penyedia jasa
yang dalam perjanjian kerja yang tidak mencantumkan hak-hak para pekerja
outsourcing dan penambahan sanksi terkait pengalihan penyedia jasa lama
kepada penyedia jasa baru, apabila penyedia jasa baru tidak melanjutkan
perjanjian kerja dan merubah isi perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh
penyedia jasa yang lama. Selanjutnya penambahan sanksi bagi perusahaan
penerima kerja yang mempekerjakan pekerja outsourcing kepada pengusaha
yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sanksi bagi
perusahaan penerima kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan dalam Permenakertrans.

2.Pada Permenakertrans perlu penambahan pasal terkait hak-hak pekerja

outsourcing saat berakhirnya masa kerja, terkait dengan pekerja outsourcing
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untuk mendapatkan uang penghargaan dikarenakan pekerja outsourcing
apabila telah bekerja selama 2 (dua) tahun. Selain itu penambahan hak untuk
mendapatkan tunjangan hari raya dikarenakan pekerja outsourcing juga berhak

untuk mendapatkan hak tunjangan hari raya.
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